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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia telah menjadi takdir

Allah. Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau

biasadilalui oleh umumnya umat manusia. Dimana-mana di seluruh pelosok bumi,

termasuk ditempat paling jauh, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup

sebagai suami istri.

Apabila kita mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting

bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk

membentuk sebuah keluarga1. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup

berpasang-pasangan, adalah sunnatullah2. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan

dalam sebuah firman Allah dalam surat ar-rum [30] ayat 21 sebagai berikut:

                 
       

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs.Ar-Rum [30]:

21)3.

1 H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga
Dan Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 13.

2Abdul Ghofur Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 12.
3Departemen Agama RI, .Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Semarang: CV. Penerbit,

JART), hlm. 406.
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Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan

memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai

perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-

lakidan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga

layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud

pelaksanaan syari’at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firmandi

atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan

kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan

menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta

mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah

satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena

perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan

zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara

perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa.

Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang

sangat keji yaitu perzinaan4. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal

1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa5”.

4AhmaRofiq, Hukum Perdata islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,1995), hlm 32.

5Departemen Agama RI, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), hlm. 96. Sedangkan dalam KHI dijelaskan
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Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses

perkawinan menurut hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai

keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan dengan

syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur

dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-

undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan,yakni Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam (KHI)6.

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata aturan di atas, akan dianggap

sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang

membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat(1)

dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku7”.

Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan

mahligai perkawinan mereka. Apabila pasangan suami-isteritelah merasa tidak

mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islampun membolehkan

mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan tersebut merupakan

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
Lihat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Tim
Redaksi Fokus Media (ed), (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 7.

6UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan
berlaku untuk masyarakat umum. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah tata aturan hukum
yang dibuat oleh pemerintah, melalui lembaga keagamaan (Kemendepag dan MUI) yang ditujukan
untuk mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam dalam konteks ajaran agama Islam.

7Departemen Agama RI, ”Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, op. cit, hlm. 97.
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sebuah perbuatan halal yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Hal tersebut

sebagaimana tertuang dalam salah satu hadits berikut ini:

ثنََ  د نِْ َ رٍ عَنْ ا َ نِْ دِ ارِبِ  َ نِْ وَاصِلٍ عَنْ مُ ٍ عَنْ مُعَرِّفِ  ِ ا َ نُْ  ثنَاَ مُحَمدُ  د َ نُْ عُبَیْدٍ  رَعَنْ ا كَثِيرُ  عمَُ

لاَقُ  ِ تعََالىَ الط لاَلِ الىَ ا َ بغَْضُ الْ َ قاَلَ  لَیَْهِ وَسَلم  ُ ا النبيِِّ صَلى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan

kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari

Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci

adalah perceraian”8.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain

juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami

isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian.

Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian

pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas

untuk mendamaikan keduanya.

Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan

hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran

penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan

oleh Allah dalam firman-Nya surat an Nisa [4] ayat 35 berikut ini:

                   
          

Artinya :" Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya,

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam

8Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, Sunan Abi Dawud juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlan,
t.th) ,hadist no – 1863, hlm. 255.
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dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud

mengadakan perbaikan, niscayaAllah memberi taufik kepada suami istri

itu, sesungguhnyaAllah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S.

An- Nisa[4] : 35)” 9.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian jugadiatur

dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan

pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri10.

Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian

langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya adalah

pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun2006 yaitu :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak11”.

Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada

manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak

kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif

membuat manusia hingga masuk ke dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga

9Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, op, cit, hlm. 123
10Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

39 ayat (2)
11Mengenai ketentuan tentang perceraian yang harus dilakukan di depan Pengadilan

Agama dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; Selain
dalam UU tersebut, terkait dengan ketentuan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan
Agama juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) serta dalam
KHI Pasal 115. Selain dijelaskan dalam UU, mengenai masalah prosedur perceraian dalam hukum
Islam juga dapat dilihat dalam A. Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1995), hlm. 54. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2002), hlm. 23.
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free sex melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu, hendaknya memilih

perempuan itu yang tidak menjerumuskan suami kepada kemaksiatan.

Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

ٔخرة  نیا وا ير ا ة قلباربع من اصبهن فقد اعطى  را وزو لى البلاء صا را وبدا ر ولسان ذ شا

فى نفسها و مالها لاتبغیه جو

Artinya: “Empat perkara yang mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat: hati

yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, sabar diwaktu sakit,

istri yang mau dikawini bukan karena mau menjerumuskannya ke

dalam kemaksiatan dan menjaga hartanya”12.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat-saat merasakan

kebahagiaan, namun demikian adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga

yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaranyang tidak

jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya

disebabkan karena perceraian saja, dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 3

(tiga) hal yang dapatmenjadikan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian

dan atas keputusan Pengadilan13.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 KHI Putusnya perkawinan yang

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian14.

Dalam istilah fiqh terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan,

12Muhammad Abdul Rauf Munawi, Faid al Qadir: Syarah Jami’ al Shaghir, (Beirut:
Darul Kutub al Ilmiyah, 1994), Juz I, hlm. 595.

13UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38.
14Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, op. cit., hlm. 53.
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Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak,

khulu', fasakh, li'an dan ila'15.

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah

adanya masa iddah, Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung.

Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada

wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu bagi

wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan

suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui

keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami16.

Selain iddah wanita juga menjalani masa ihdad, Masa berkabung (ihdad)

bagi perempuan yang diatur oleh syari’at17. Perempuan berkabung atas kematian

suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT, yang

berbunyi:

                  
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah)

empat bulan sepuluh hari…” (QS. al-Baqarah[2]: 234).

Ihdad adalah meninggalkan perhiasan

ِناَعِ من الزّیِنةَِ  عِبَارَةٌ عن الاِمْ

“Ungkapan yang berarti meninggalkan perhiasan”

15Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm.
2.

16Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta: PT
Ichtiar Baru Van Hoeve), 1997, hlm. 637.

17Sayyid Sabiq, Op. cit, hlm 223
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Sedangkan menurut Ulama Ihdad adalah meninggalkan perhiasan dan

wangi–wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang

yang terdekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang

mendalam18.

Ibnu Qudamah menyebutkan ada tiga macam yang harus dijauhi wanita

ketika berihdad :19

Pertama : Bersolek / menghiasi dirinya seperti memakai pacar atau memakai cat

kuku, memakai kosmetik pada wajah, memakai itsmid (celak).

Kedua : Pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah

misalnya mu’ashfar, celupan bewarna merah, dan seluruh warna yang

memperindah pemakaianya seperti biru, hijau, dan kuning.

Ketiga : Perhiasan seluruhnya seperti cincin, gelang, jam dan yang lainnya.

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang

perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170,

Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “masa berkabung” sebagai

berikut:20

a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung

selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga

18Al Kasani ‘Alauddien Abu Bakar bin Mas’ud, Badai’ush Shonai’ fi Tartibisy Syaroi’
(Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, cet. Ke- II, 1406 H- 1986 M). hlm.

19Ibn Qudamah, al-Mughny fi Fiqh al-Imam Ahmad (Beirut: Dar al-Fikr), 10 juz, juz 9,
hlm. 167.

20Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,
direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hlm. 78.
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timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah

yang dimaksudkan adalah sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari

terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.

b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut

kepatutan. Pada poin di atas, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh

istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara

yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang

ditinggalkan, tentunya masa bekabung di atas adalah merupakan ihdad bagi

laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata

mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum

memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari

perlakuan, atau dari segi yang lain

Aturan dalam KHI di atas, adalah merupakan bentuk dari ijtihad para

pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai

perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam

pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi21 kewenangan

berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam

menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebutmenimbulkan kemanfaatan

serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari’ atau aturan syari’at,

berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya,

bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan rahmatan lil

alamin, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan

21Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris,
(Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92



10

bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang

solutif terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta

teori al-Adah, nasakh dan al-Maslahah, di mana dengan teori tersebut, Munawwir

mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan

hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan

rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi

pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan

metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni:22 Dalam teori al-

Adah ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian

terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash

tersebut, sebagimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam KHI secara garis besar

adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah

serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung

selama empat bulan sepuluh hari.

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi

bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa

ihdad atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari

suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya

22Ibid, hlm. 92
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berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang

suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang

meninggal itu adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi:

ثنَاَ الحُْمَیْدِي د بيِ سَلمََ َ تِْ  بََ بِ فِعٍ عَنْ زَیْ َ نُْ  یْدُ  نيِ حمَُ برََ ْ نُْ مُوسىَ قاَلَ  یوبُ  ثنَاَ  د َ اَنُ  ثنَاَ سُفْ د ةَ َ
ُ عَنهْاَ بِصُفْرَةٍ فيِ الیَْ  یبَةَ رَضيَِ ا ِ حَ م مِ دَعَتْ  َانَ مِنْ الش بيِ سُفْ اءَ نعَْيُ  َ ا  وْمِ الثالِثِ فمََسَحَتْ قاَلتَْلمَ

 ُ ا صَلى عْتُ النبيِ نيِّ سمَِ نيِّ كُنْتُ عَنْ هَذَا لغََنِیةً لوَْلاَ  لاَرِضَيهْاَ وَذِرَاعَيهْاَ وَقاَلتَْ ا َ یقَُولُ لاَ يحَِ لَیَْهِ وَسَلم
د نْ تحُِ خِٓرِ  ْ ِ وَالیَْوْمِ ا ِ ةٍ تؤُْمِنُ  شْهرٍُ لاِمْرَ رْبعََةَ  لَیَْهِ  د اَ تحُِ لىََ زَوْجٍ فاَنه ِّتٍ فوَْقَ ثلاََثٍ الا لىََ مَ

ا وَعَشرًْ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan

kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa

berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid bin Nafi' dari Zainab

binti Abu Salamah berkata; Ketika kabar kematian Abu Sufyan sampai

dari negeri Syam, Ummu Habibah radliallahu 'anha meminta

wewangian pada hari ketiga lalu memakainya untuk bagian sisi

badannya dan lengannya dan berkata; Sungguh bagiku ini sudah cukup

seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam

bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari

Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati

suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan

sepuluh hari23”.

Mengenai ihdad (berkabung) dan permasalahannya Ibnu Rusyd

menjelaskansebagai berikut: “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa ihdad

(berkabung) wajib hukumya atas perempuan muslimah yang merdeka dalam

iddah kematian suami. Kemudian berselisih pendapat mengenai perempuan-

perempuan yang selain itu, mengenai selain iddah kematian suami, serta

23Muslim bin Al-Hajjaj, al-Jami’ Al-Sahih, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t ),
hadist no – 2736,hlm. 199.
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mengenai hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang ber-ihdad dan hal-

hal yang dibolehkan untuknya”24.

Demikianlah silang pendapat fuqaha yang terkenal berkenaan dengan

perempuan-perempuan yang wajib berihdad di antara berbagai macam isteri, dan

perempuan-perempuan yang tidak wajib ber-ihdad. Mengenai silang pendapat

fuqaha berkaitan dengan masalah ihdad, Imam Malik berpendapat bahwa tidak

ada ihdad, kecuali pada iddah kematian suami. menurut pandangan Imam Syafi’i,

ia hanya menganggap ber-ihdad bagi perempuan yang ditalak, tetapi ia tidak

mewajibkannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa

ihdad pada iddah karena talak ba’in wajib hukumnya.

دَادُ  ِ ابنُاَ یلَزَْمُهَا الْ صحَْ ئِناً قال  َ ٔو   ً في المُْطَلقَةِ ثلاََ

Artinya: “Pada perempuan yang di thalak tiga atau thalaq bain wajib baginya ber-

ihdad”25.

ةِ الوَْفاَةِ في الْ  ِد دَادُ في  ْ ُ الاْ ُ دَادُ وَقوَْ ْ لَزَْمُهَا الاْ مُطَلقَةِ الثلاَثِ وَالمُْبَانةَِ فَ

Artinya: “Pada perempuan yang di thalaq tiga dan thalaq bain maka wajib ihdad

seperti iddah wafat”26.

دتها ئنة فعليها الحداد في  ٔو تطلیقة  والمطلقة ثلا

Artinya: “Dan perempuan yang di thalaq tiga atau thalaq bain maka wajib ihdad

pada iddahnya”27.

24Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006,) cet. Ke-2. hlm. 449.
25Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-hanafi, Bada’i as-Shana’i fi Tartibi as-Syar’i,

(Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiah, th), juz II, hlm. 109.
26Ibid, hlm. 110.
27Asy-Syamsuddin as-syarkasi, al-mabsuth, (Bairut Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1989), jilid

III, hlm. 89.
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Karena perbedaan pendapat ini, maka penulis tertarik/termotivasi untuk

melakukan suatu kajian tentang hal ini kedalam bentuk tesis.Sedangkan judul

yang menurut penulis tepat untuk kajian ini adalah: “Analisis Pendapat Imam

Abu Hanifah Tentang Ihdad Karena Talak Ba’in”.

B. Defenisi Istilah

1. Ihdad

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif,

sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang

dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”28.

رك ما تتزن به ا داد  ة و لى الزو ل والحرر والطیب والخضاب.وإنما وجب  لمرٔة من الحلي والك

اة لحقه لزوج، ومرا ل الوفاء  ٔ مدة العدة، من  ذ

Artinya : “Ihdad adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak

mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya

saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya

selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan

menjaga hak-hak suami”29.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, ihdad berasal dari kata ahadda,

dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda.

Secara etimologis (lughawi) ihdad berarti al-Man’u (cegahan atau larangan)30.

س مصبوغ ) بما یقصد  لزینة رك ل  )

28Sayyid Sabiq, Op cit, hlm. 223.
29Ibid, hlm. 427.
30Muhammad Jawwad Muhgniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm.

471.
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Artinya: “Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan

untuk perhiasan”31.

Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan ihdad

adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa

tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya,

antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan

terpaksa32.

Yang dimaksud dengan ihdad (masa berkabung) adalah masa di mana

seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3)

Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini

adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai

dengan ادئ الشریعة) (م (dasar syari’at) dari dasar syari’at tersebut antara lain,

dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

Sedangkan menurut hadits bahwa ihdad adalah33:

مِّ عَطِ  یوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ  نُْ زَیدٍْ عَنْ  ثنَاَ حمَادُ  د َ نُْ عَبْدِ الوَْهابِ   ِ ثنيَِ عَبْدُ ا د نْ َ ى  نهَُْ ا  یةَ قاَلتَْكُ

شْهُرٍ  رْبعََةَ  لىََ زَوْجٍ  تٍ فوَْقَ ثلاََثٍ الا ِّ لىََ مَ د اً نحُِ ً مَصْبُو سََ ثوَْ یبَ وَلاَ نلَْ لَ وَلاَ نطَ ِ َ كَْ ا وَلاَ  وَعَشرًْ

َ مِنْ مَحِیضِهَا فيِ نبُْذَةٍ مِنْ كُسْ  دَا ْ سََلتَْ ا ْ ذَا ا هْرِ ا صَ لنََا عِنْدَ الط ثوَْبَ عَصْبٍ وَقدَْ رُخِّ ظْفَارٍ الا تِ 

ِّبَاعِ الجَْنَ  ى عَنْ ات نهَُْ ِزِ وَكُنا  ا

31Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al Wahhab, juz II, (Surabaya, , Al Hidayah, t.th),
hlm. 107.

32Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320.

33Ibn Hajar al-Atsqalani, Bulugh al-Maram, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 284.
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Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdul Wahb Telah

menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah

dari Ummu 'Athiyyah ia berkata; "Kami dilarang untuk berkabung atas

mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat bulan sepuluh

hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan

tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang

terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami telah diberi

keringanan, yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih

dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang

dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan qusth

atau minyak wangi Azhfar." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti

jenazah.”

Sedangkan menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi ihdad adalah:

ناع من الزینة في البدن الإم

Artinya: “Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”34.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi

tentang makna ihdad:

ير المطیب هن المطیب و ل وا رك الطیب والزینة والك

Artinya: “Ihdad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan

minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”35.

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili

menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan

minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena

34Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, juz IV, (Surabaya, Al Hidayah,
t.th.), hlm. 43.

35Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, (Damaskus, Dar al-Fikr,
1989),juz VII, cet. III. hlm. 659.
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itu, perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah

tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang

duduk di atas kain sutera36.

Berikut perkataan beliau :

هن المطیب  ل وا رك الطیب والزینة والك اً:  ناع من الزینة، واصطلا م لغة:  ٔو الحداد في ا داد  الإ
اص  ير المطیب. وهو  لوس امرٔة و ت و ث ب ٔ لبدن، فلا مانع من تجمیل فراش وساط وستور، و

لى حرر

Artinya : “Ihdad atau Hidad secara etimologi adalah menahan diri dari dari

berhias. Sedangkan menurut terminology, hidad adalah meninggalkan

harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi

maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan

anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang

dalam keadaan ihdad) memperindah tempat tidur, permadani, gorden,

dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas

kain sutera”37.

Ali al-Salusi, dalam hal ini juga mendefinisikan ihdad, antara lain sebagai

berikut38: “Di antara makna ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan di

antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek,

dan termasuk dalam kategori makna ihdad secara bahasa adalah menjelaskan

kesedihan, adapun ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau

menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad

adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan, begitu juga di

36Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), hlm. 343.

37Wahbah al-Zuhaili, Op cit, hlm. 659.
38Ali al-Salusi (guru besar kulliyyah al-Syari’ah wa al-Ushul Universitas Qatar),

Mausu’ah al-qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-
Qur’an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002), hlm. 72.
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antara makna ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat

tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.”

2. Talaq

Dalam membicarakan masalah talaq ada 2 pengertian yang perlu

dikemukakan yaitu secara bahasa (etimologi) dan talaq secara istilah (termilogi).

a. Secara Etimologi

Abdurrahman al-Jaziri, mendefinisikan talaq adalah

عقدا النكاح سيرا ومعنو ل  د الفرس وق ٔ كان حسیا عق د سو ل الق لغة  الطلاق فى 

Artinya: “Talaq menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatannyata seperti

ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatanmaknawi seperti nikah

“39.

-Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut :

ده و  الت ف سرا ان  طلاقت  دسال والترك فقول اطلق  طلق وهو  الطلاق ما خوذ من 

ارسلته

Artinya : “Al-talaq diambil dari kata Itlaq, yaitu melepaskan dan meninggalkan,

kamu mengatakan; aku lepaskan tawanan apabila aku lepaskan dan

membiarkannya”40.

-Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan :

قة طالق اى  صطلاح و لهدا یقال  د و  ل الق لغة هو  ث شانالطلاق فى  رعى ح مرس

Artinya: “Talaq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya

lepaskan, oleh karena itu dikatakan unta yang lepas. Artinya unta yang

dibiarkan tergembala kemana saja dikehendaki”41.

39Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ala Madzahib al-Araba’ah, Juz IV, (Baerut Lebanon :
Daral-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 284.

40Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II, (Dar al-Fikr, 1992), hlm. 206.
41Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Akhyar, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 84.
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b. Secara Terminologi

Adapun pengertian talaq secara istilah (terminology) para fuqaha

umumnya berbeda pendapat namun demikian apabila diperhatikan pendapat

Fuqaha tersebut mempunyai kesamaan berikut ini pendapat-pendapat :

-Abdurrahman al-Jaziri

بلفظ مصصوص النكاح او تقصان  نه اذا صطلاح  و فى 

Artinya: “(Talaq) menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan dengan

menggunakan kata-kata tertentu.”42.

-Sayid Sabiq

ة ل وابطة الزوج وانهه العلاقة الزوج وفى الشرع 

Artinya: “Talaq menurut syara adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri

hubungan perkawinan suami istri”43.

-Taqiyyudin Abi Bakar

اهلى ورد الشرع بتقرر ل النكاح وهو لفظ  والشرع اسم لحل ق

Artinya: “Talaq menurut syara adalah nama untuk melepaskan ikatan dan talaq itu

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dari pemilihan judul ini dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a) Mengenai ihdad selain kematian suami.

b) Mengenai hal-hal yang di larang atau diperbolehkan dalam masa ihdad.

c) Mengenai ihdad bagi perempuan yang di thalaq

42Abdurrahman al-Jaziri, Op. cit. hlm. 284.
43Sayyid Sabiq, Op. cit. 206.
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2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, Tesis ini membatasi permasalahannya

dan untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG IHDAD

KARENA TALAK BA’IN Selain dari itu tidak dibahas.

3. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan yang singkat dan memahami latar belakang di

atas, maka muncul beberapa permasalahan di dalam menulis Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapatImam Abu Hanifah Tentang Ihdad Karena Talak Ba’in?

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang dipakai sebagai dasar argumentasi

Abu Hanifah dalam pendapatnya Tentang Ihdad Karena Talak Ba’in?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini

adalahsebagai berikut :

1. Tujuan material

a. Untuk mengetahui hukum Ihdad Karena Talak Ba’in.

b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Abu Hanifah Tentang

Ihdad Karena Talak Ba’in.

c. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang ihdad karena talak ba’in.

2. Tujuan formal
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Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi

persyaratandalam rangka memperoleh gelar Megister Syariah Pada Program Studi

Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) IslamUIN Suska Riau.

Sedangkan kegunaan penyusunan Tesis ini :

1. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan

bagi penyusun khususnya

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para praktisi

hukum, khususnya masyarakat awam tentang hukumihdad karena talak ba’in.

E. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Defenisi Isitlah, Permasalahan

dan Tujuan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Hadis-Hadis Tentang Ihdad, Tinjauan Hukum Islam

Tentang Ihdad (Pengertian Ihdad, Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ihdad, Ihdad

Wanita yang di Thalaq Ba’in dan Ihdad Wanita yang ditinggal Mati Keluarga

Dekat). Tinjauan Hikum Islam tentang ‘Iddah (Pengertian ‘Iddah, Dasar-dasar Penetapan

‘Iddah, Bentuk dan Macam ‘Iddah, Perbedaan ditinjau dari Keadaan Wanita, Perbedaan

ditinjau dari Proses Perceraian dan Hukmah Adanya ‘Iddah), Penelitian yang Relevan,

Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah, Pendidikan dan Perjuangan Abu Hanifah,

Karya-karya Monumental Abu Hanifah dan Corak Pemikiran Abu Hanifah.

BAB III METODE PENELITIAN: Jenis dan Pendekatan Penelitia, Sumber Data

dan Teknik analisis Data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN: Konsep Imam Abu Hanifah Tentang Ihdad Karena

Talak Ba’in, Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Ihdad Karena Talak Ba’in dan

Analisis Konsep Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Ihdad Karena Talak Ba’in.

BAB V PENUTUP: MerupakanKesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan Saran-

saran yang diharapkan dapat menjadi pemecah masalah bagi permasalahan yang akan

dibahas dalam tesis ini.


